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TENTANG

PENUNJUKANSAUDARAMuHAMMADMARASABESSY,SE
SELAKuKUASABENDAHARAUMUMDAERAH(BUDI

I(ABUPATEN HALMAHERA BARAT
TATIUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan k-euangan daerah

dalam rangka pelaksanaan Attggu"t'"t'' Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun

Anggiran 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan

Meiteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelola"-,' K"'""gan Daerah' maka Satuan Kerja

Badan Pengeiolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku

PengelolaKeuanganDaerahdalammembantufungsinya

""Uigal 
Bendahaia Umum Daerah (BUD) perlu menunjuk

ol:"ri", di lingkungan sc.tuan Kerja pengelola Keuangan

Daerah selakrl Kulsa Bendahara Umum (BUD) dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud;

b.bahwaSaudaraMUHAIVIMADMARASABESSY,SE,sebagai
Krrasa Bend.ahara Umrrm Daerah yang diusulkan oleh

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Halmaheia Barat, dianggap cakap, mampu dan

memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk
melaksanakan tugas kebendah ar aarr;

C.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
hurufadanb,perlumenetapkanKeputusanBupatitentang
Penunjukan 3",rd.tt MUHAMMAD MARASABESSY' SE'

selakuKuasaBendaharaUmumDaerah(BUD)Kabupaten
Halmahe ra BaratTahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6^0^Tahun 1958 tentang Penetapan

Undan[_uraan[ Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
pembentut 

"r, 
6..rah-daerah Swatantra Tingkat II Dalal

WilayahDaerahswatantraTingkatlMalukumenjadi
Undang-undang;

2. Undang-*ra;rr; Nomor 8 Tahun lg74 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian s"ebagaimana telah diubah dengan Undang-

,rdarrg Nomor 43 Tahun L999;

S. Undan!-undang Nomor 46 Tahun 7999 tentang
pembentut 

", 
p"rorinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan

KabupatenMalukuTenggaraBaratsebagaimanatelah
diubahdenganUndang-una"ttgNomor6Tahun2OOO;
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4.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula'

x"u"p"t.nHalmaheraTimurdanKotaTidoreKepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

S.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2oo5tentangDana
Perimbangan;

g.PeraturanPemerintahNomor53Tahun2005tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

lo.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
PemerintahanDaerahPropinsidanPemerintahanDaerah
KabuPatenlKota;

11. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaafl . Keuangan Daerah

sebagaimanatelahdiubahketigakalinya.denganPeraturan
Mentlri Dalam Negeri Nomor 2l Talt:un 2077;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9

Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3

Tahun2o:5tentangPembentukanOrganisasiLembaga
Teknis Daerah Kabupaten Halmaheta Barat;

14. peraturan Daerah Kabupaten Halmaheta Barat Nomor 1

Tahun 2076 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

DaerahKabupatenHalmaheraBaratTahunAnggaran
2016;

5.

6.

7.

Menetapkan

PERTAMA

MEMUTUSI(AN :

MenunjukSaudaraMUHAMMADMARASABESSY,sE'NIP.
lg7lo7o5 199303 1 O13, Pangkat Penata, Golongan III'd''

sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten

Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan atasan

1;;g";"g Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

paerah Kabupaten Halmah era Bata1-

./



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

e.
f.
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Kuasa Bendahara. umurn Daerah {tsuD} sebagaimana
d.imaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan anggaran kas;
b. Menerbitkan SP2D;
c. Memantam pelaksar,man penerir'naan dan pengeluaran

APBD oleh Bank danlatau lembaga keuangan lainnya
yang ditunjuk;

a. ivfrrigosahakan dan meagatur dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;
Menyimpan uang daerah;
wtetat<ut<rn p"*bayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum
daerah;
Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah'

Kuasa Bend.ahara Umum Daerah (BUD) dalam

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua, bertanggungjawab kepada BUD selaku Pejabat

Pengelola Xeuangan Daerah ex' Officio Kepala Badan
pen[elolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Halmahera Barat;

spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara umum
Dlerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, 

.

tercantum sebagai berikut :

ob'

KUASA BENDAHARA UMU]4 !4EE4H
TANDA TANGAN

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

PE.]ABAT PARAF

Sekretaris Daerah \v
Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra \L/
Kepala BPKAD /1
Kabag. Hukum & Orgs. W

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Jailolo
O, J.:ni:ari 2A16

BUPATI HALMAHERA BARAT,

//'
,U/?"//

NAUITO tI. ROBA

Tembusan DisamPaikan KePada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Yth. Badan Pemeriksa Kerrangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,

a.Yth.InspekturlnspektoratKabupatenHalmaheraBaratdiJailolo'
5. yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya'


